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PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan

Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan untuk masa bhakti
2011-2016 diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

. bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 memuat Visi, Misi,
Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Daerah dari
Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk menjadi acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan S
(lima) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang
Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat
II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 44 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3364);



10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4693);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

17.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun
2010-2014;



Menetapkan

18.Peraturan Bersama Menteri Dalam  Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009
Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan

WALIKOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2011-2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Balikpapan yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Balikpapan
adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Balikpapan
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak pertengahan tahun
2011 sampai dengan pertengahan tahun 2016.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan
daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan
selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun.

10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah Hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah Kota Balikpapan.

11.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap wunsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

12.Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dan dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dari distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.



13.Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang
dan pengendaliannya.

14.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik direncanakan maupun tidak.

15.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk
mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

16.Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

17.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 dimaksudkan sebagai
pedoman Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan guna
mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih dalam 5 (lima) tahun ke
depan.

Pasal 3
Tujuannya penyusunan RPJMD Kota Balikpapan adalah:

a. Memberikan gambaran tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pemerintah Kota dalam menyusun Renstra SKPD periode 2011-
2016;

b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun RKPD
dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
program pembangunan periode 2011-2016;

c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.



Pasal 4

(1) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keseluruhan mekanisme perencanaan
pembangunan Kota.

(2) Substansi dan cakupan RPJMD dalam bentuk program dan
kegiatan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah akan digunakan sebagai rujukan penyampaian
laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
dan akhir masa jabatan Walikota.

BAB III

SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pasal 5

Sistematika penyajian rancangan akhir RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2011-2016, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran umum kondisi Daerah;

BAB I : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB v : Analisis Isu-isu Strategis;

BAB \Y : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
daerah;

BAB VIII : Indikasi Rencana program prioritas;

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 6

Uraian materi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJMD Kota tahun 2011-2016
dituangkan dalam RKPD yang merupakan masukan utama guna
penyusunan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Desember 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN,
Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd
SAYID M.N. FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,
ttd

DAUD PIRADE
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BAB |
PENDAHULUAN

=

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya
harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka
meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 2006 — 2026.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 — 2016 merupakan penjabaran visi, misi, dan program
Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Dokumen RPJMD pada dasarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses
penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana
pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah
saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah
pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 melalui berbagai tahapan analisis
sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan stakeholders kunci. Disamping
itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi dan
mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Adapun proses penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tersebut tergambar pada skema alur pikir
berikut ini :
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Gambar.1-1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | di Kalimantan
(Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410)

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025;

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) (Lembaran Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional ( RPJM ) Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
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26. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2010;

27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor
PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 No.
15)

34. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2009 No.4)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJIMD Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten tetangga serta harus selaras dan sinergi antar daerah,
antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi
antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 berpedoman pada RPJP Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2006-2026, memperhatikan RPJM Provinsi Kalimantan Timur dan mengacu pada
RTRW Kota Balikpapan, baik RTRW Kota Balikpapan Tahun 2005-2015 maupun Draft RTRW Kota
Balikpapan Tahun 2011-2031. Sesuai pasal 71 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan RPJMD
Kota Balikpapan ini diselaraskan pula dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RPJMN dan RTRW
Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Pasir Utara.

Disamping hubungan antar dokumen seperti yang diuraikan diatas, secara nasional kedudukan
Balikpapan mempunyai peran yang strategis. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang RTRW Nasional, Kota Balikpapan mengemban fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Hubungan antar dokumen, baik hirarkhi rencana pembangunan maupun dalam hubungannya
dengan rencana tata ruang disemua tingkatan pemerintahan tergambar dalam skema berikut ini.
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Gambar.1-2

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FENCANA TATA FLANG KAR & 1
3 REMCAMA TATA RLANG KAB A 2

1.4. Sistematika Penulisan

BABI

BABII

BAB I

BAB IV

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen
perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota
Balikpapan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi
Kota Balikpapan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan
perencanaan.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya
dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan
keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam
5 (lima) tahun mendatang.
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BAB VI
BAB VII
BAB VIl

BAB IX

BAB X

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RPIMD 2011-2016

VISI, MiSI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota
Balikpapan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai
kebijakan keuangan daerah Kota Balikpapan dalam jangka menengah

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan
jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan
direncanakan.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai indikator umum yang memuat sejumlah indikator
makro, beserta Agenda Prioritas Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun ke depan berikut
kebutuhan pendanaannya.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2011- 2016.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dokumen RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2011-2016.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1.Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.5.2.Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun
Renstra SKPD periode 2011-2016;

2. Sebagai

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program

pembangunan periode 2011-2016;

3. Sebagai

pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyusunan Rencana Kerja

PemerintahDaerah (RKPD) periode 2011-2016;

4. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota pada
akhir masa jabatan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berikut ini diuraikan karakteristik lokasi dan wilayah Kota Balikpapan yang ditinjau dari
beberapa aspek :

2.1.1.1.Kondisi Fisik Lingkungan

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW 2011-2031 adalah
857,81 Km2, yang terdiri dari luas daratan 538,44 Km2 dan luas lautan 319,37 Km2.

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1 LS — 11 dan diantara 116 50’ BT 117 5
BTdengan batas-batas sebagai berikut :

= Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara
= Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makasar

= Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara
= Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota
Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai > 100 meter di atas
permukaan laut. Namun dari ketinggian tersebut, terbesar berada pada ketinggian 20-100 mdpl.;
seluas 20.090,57 ha atau 51,66% dari luas wilayah total Kota Balikpapan. Sedangkan yang
berketinggian 10-20 mdpl.; seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah. Sedangkan yang
berketinggian 0-10 mdpl.; seluas 6.980 Ha atau 13% dari luas wilayah. Untuk mengetahui kondisi
topografi Kota Balikpapan berdasarkan ketinggiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) Tahun 2010

Luas Wilayah
No Ketinggian mdpl
(Ha) (%)
1. 0-10 6.980,00 13
2. >10-20 17.260,00 34,17
3. >20-100 26.090,57 51,66
Jumlah 50.330,57 100,00

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2010
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Gambar 2.1
Diagram Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi
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Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2010

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/-
85% dengan jenis tanah podsolik merah kuning. Sifat jenis tanah ini berlapisan topsoil tipis, struktur
tanahnya mudah tererosi. Sedangkan +/- 15% merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang
pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan. Jenis tanah wilayah ini umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan merupakan kawasan perbukitan
yang mempunyai kelerengan antara 15-40%, seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah
keseluruhan. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan
kelerengan.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci
menurut Kelerengan Tahun 2010

No Kelas Lereng Luas Wilayah
(%) (Ha) (%)
1 0-2 7.050,00 14.01
2 >2-15 3.325,00 6.61
3  >15-40 21.305,57 42.33
4 >40 18.650,00 37.05
Jumlah 50.330,57 100,00

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2010
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Gambar 2.2
Diagram Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan
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Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2010

2.1.1.2.1klim dan Kualitas Udara

Kota Balikpapan beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang
ada di Kalimantan Timur pada umumnya, yaitu tidak adanya perbedaan antara musim kemarau dan
musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Mei sampai Bulan Oktober, sedang
musim penghujan terjadi pada Bulan Nopember sampai dengan Bulan April. Keadaan ini terus
berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan
tertentu. Seiain itu, karena letaknya di daerah katulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga
dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson barat Nopember - April dan Angin Muson Timur Mei
- Oktober.

Secara umurn Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar
dari 21,7°C sampai 34,7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai
kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-91%.

Curah hujan di Kota Balikpapan sangat beragam. Rata-Rata curah hujan tertinggi dan terendah
selama tahun 2009 yang tercatat pada stasiun meteoroligi Kota Balikpapan masing-masing sebesar
64,4 mm dan sebesar 338,0 mm.

Keadaan angin di Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang dipantau dari Stasiun Meteorologi
dan Geofisika Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa kecepatan angin berkisar antara. 4 sampai 6 knot.
Kecepatan angin paling tinggi 6 knot terjadi pada bulan Juli sedang terendah 4 knot terjadi pada bulan
Maret, April, Oktober, November dan Desember.
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Tabel 2.3
Rata-Rata Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan
Penyinaran Matahari Tahun 2005-2009

No Uraian Tahun
2005 2006 2007 2008 2009
1 Suhu Udara (°C)

) - Maksimum 34,7 34,6 35,7 32,6 34,4
- Minimum 22,4 22,7 22,1 22,8 21,7
2. Kelembaban Udara (%) 87,0 84,8 85,9 90,00 85,00
3. Tekanan Udara (mb) 1.011,3 1010,8 1010,1 1010,5 1010,09
4, Kecepatan Angin (Knot) 5,3 6,3 5,1 5,0 5,0
5, Curah Hujan (mm/th) 2384,4 2887,1 2823,1 3785,0 2212,8
6. Penyinaran Matahari (%) 47,0 46,9 40,00 38,0 47,7

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2010

2.1.1.3.Tutupan dan Penggunaan Lahan

Secara umum kondisi tutupan lahan di Kota Balikpapan masih didominasi oleh lahan tidak
terbangun dengan luas 44.813, 21 ha (89,04%) dari luas wilayah Kota Balikpapan. Sedangkan lahan
terbangun mencapai luas 5.517,36 ha (10,96.%) dari luas wilayah.

Lahan tidak terbangun di Kota Balikpapan berupa hutan dengan luas 20.295,86 ha (40,33%),
semak dan belukar seluas 12.226,31 HA (24,29%), .ladang/ kebun seluas 5.100, 29 ha (10,13%), sawah
103,93 ha, tambak 694,59 ha, perkebunan 316,93 ha, ruang terbuka hijau berupa makam-makam,
taman, lapangan seluas 393,46 ha. Lahan tidak terbangun ini pada umumnya masih mendominsi Kota
Balikpapan bagian utara, barat dan timur, tepatnya di Kecamatan Balikpapan Barat, Utara dan
Kecamatan Balikpapan Timur.

Sedangkan lahan terbangun pada umumnya terpusat di wilayah kota tepatnya di Kecamatan
Balikpapan Selatan, Tengah dan sebagian Barat. Penggunaan lahan terbesar berupa permukiman
dengan luas 3.147,32 Ha disusul kemudian penggunaan lahan untuk kegiatan industri dan
pergudangan seluas 630,24 ha, perdagangan dan jasa seluas 424,12 ha, pelayanan umum dan
bangunan umum mencapai luas 503,28 ha. Berikut adalah luas tiap-tiap jenis tutupan lahan di Kota
Balikpapan :

Tabel 2.4
Luas Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2009
LUAS PENGGUNAAN PROSENTASE
NO JENIS PENGGUNAAN LAHAN
(Ha) (%)

LAHAN TIDAK TERBANGUN
1. Hutan

a. Hutan lindug S, Wain 9.783,00 19,44

b. Hutan Lindung DAS Manggar 4.998,99 9,93

c¢. Hutan Produksi 2.021,62 4,02

d. Hutan Rawa 3.428,44 6,81

e. Hutan Lainnya 63,81 0,13
2. Semak Belukar 12.226,31 24,29
3.  Padang Rumput 3.158,57 6,28
4, Rawa 276,73 0,55
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LUAS PENGGUNAAN PROSENTASE
NO JENIS PENGGUNAAN LAHAN
(Ha) (%)
5. Pasir 119,87 0,24
6. Perkebunan 316,93 0,63
7.  Kebun 1.117,84 2,22
8. Ladang 3.982,45 7,91
9. Sawah 103,93 0,21
10. Tambak 694,59 1,38
11. Tanah Kosong 1.577,52 3,13
12. RTH 393,46 0,78
13. Empang 140,96 0,28
14. Pariwisata 34,95 0,07
15.  Sungai dan Saluran 373,22 0,74
Jumlah Lahan Tidak Terbangun 44.813,21 89,04
B. LAHAN TERBANGUN

16. Permukiman 3.147,32 6,25
17. Industri 630,24 1,25
18. Perdagangan dan Jasa 424,12 0,84
19. Fasilitas Pelayanan 0,00 0,00
a. Pendidikan 199,54 0,40
b. Peribadatan 46,02 0,09
c. Kesehatan 22,23 0,04
d. Olah Raga 126,83 0,25
e. Bangunan Umum 30,4 0,06
f. Pemerintahan 78,25 0,16
20. Pertahanan dan Keamanan 120,33 0,24
21. Kawasan Transportasi 322,67 0,64
22. Peternakan 103,30 0,21
23. Jalan 266,10 0,53
Jumlah Lahan Terbangun 5.517,36 10,96
Total Lahan 50.330,57 100,00

Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2010

Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sedangkan berdasarkan status lahannya penggunaan lahan dibedakan atas kawasan budidaya
dan kawasan lindung. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka luas penggunaan lahan yang ada di Kota

Tabel 2.5

Penggunaan Lahan menurut Status Lahan Kota Balikpapan Tahun 2009

LUAS
NO JENIS PENGGUNAAN LAHAN PENGGUNAAN PROSENTASE (%)
(Ha)
A. Kawasan Lindung
1 Hutan
a. Hutan lindug S, Wain 9783 19.44
b.Hutan Lindung DAS Manggar 4998.99 9.93
¢. Hutan Rawa 3428.44 6.81
d. Hutan Lainnya 63.81 0.13
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NO JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS PROSENTASE (%)
PENGGIINAAN
2 Semak Belukar 12226.31 24.29
3 Padang Rumput 3158.57 6.28
4 Rawa 276.73 0.55
6 RTH 393.46 0.78
7 Sungai dan Saluran 373.22 0.74
Total Kawasan Lindung 34702.53 68.95
B. Kawasan Budidaya
1 Hutan
a. Hutan Produksi 2021.62 4.02
2 Perkebunan 316.93 0.63
3 Pasir 119.87 0.24
4 Kebun 1117.84 2.22
5 Ladang 3982.45 7.91
6 Sawah 103.93 0.21
7 Tambak 694.59 1.38
8 Empang 140.96 0.28
9 Pariwisata 34.95 0.07
10 Sungai dan Saluran 373.22 0.74
11 Tanah Kosong 1.577.52 3.13
12 Permukiman 3.147.32 6.25
13 Industri 630.24 1.25
14 Perdagangan dan Jasa 424.12 0.84
15 Fasilitas Pelayanan
a. Pendidikan 199.54 0.4
b. Peribadatan 46.02 0.09
c. Kesehatan 22.23 0.04
d. Olah Raga 126.83 0.25
e. Bangunan Umum 30.4 0.06
f. Pemerintahan 78.25 0.16
16 Pertahanan dan Keamanan 120.33 0.24
17 Kawasan Transportasi 322.67 0.64
18 Peternakan 103.3 0.21
19 Jalan 266.1 0.53
Total Kawasan Budidaya 11276.39 31.05
Total Lahan 50330,57 100

Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2010

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan yang diarahkan sebagai Pusat

Pelayanan Primer di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan

Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian

timur dengan wilayah nasional. Kota Balikpapan memiliki fungsi kegiatan sebagai:
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a) Pusat pemerintahan kota,

b) Pusat perdagangan regional,

c) Pusatindustri,

d) Pusattransportasi udara internasional,
e) Pusat pengolahan migas.

Dari penetapan ruang seperti tersebut maka arah dan strategi pengembangan ruang wilayah
Kota Balikpapan mengarah ke kawasan Perdagangan dan Jasa Regional, dan Industri Pengolahan
sebagai faktor dan elemen pembentuk ruang. Hal ini didasarkan:

a). Kota Balikpapan merupakan Pintu gerbang Wilayah Indonesia Timur. Hal ini sesuai dengan
kedudukannya sebagai PKN dan potensinya sebagai kota jasa, kota transit yang dilengkapi dengan
fasilitas jasa dan transportasi. Balikpapan sebagai Gerbang Wilayah/Regional ditandai dengan
keberadaan Bandara Internasional atau pelabuhan laut utama serta pelabuhan pengumpan
regional yang lengkap dibanding kawasan lain di Kalimantan bahkan Wilayah Indonesia Timur;

b). Balikpapan merupakan simpul utama kegiatan di Kalimantan Timur. Mengingat kota ini merupakan

jalur distribusi dan outlet dari dan ke kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan draf revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2011-2031 secara umum tujuan dan
kebijakan ruang di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.6.
Kebijakan Ruang Kota Balikpapan

Konsep fungsi kota e Berdimensi industri, perdagangan, jasa dan pariwisata budaya
dan pendidikan

e Berwawasan lingkungan

e Berkelanjutan

Tujuan penataan ruang Terwujudnya Kota Balikpapan Sebagai Kota Industri, Perdagangan
dan Jasa yang dinamis, selaras dan hijau.

Kebijakan struktur tata ruang |e Peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat
pertumbuhan ekonomi yang merata;

e Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber
daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah.

Kebijakan pola ruang e Perluasan kawasan industri yang berwawasan lingkungan

e Pengembangan kawasan komersial di pusat-pusat
pertumbuhan baru

e Konservasi dan rebitalisasi warisan budaya buatan (built
heritage) dan alam (Natural Herritage)

e Foresting the city dalam rangka cleaning dan cooling the air
e Zero waste

e Conserving water supply
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Kebijakan pengembangan .
prasarana wilayah

Percepatan pengembangan

kelestarian lingkungan dan
(ecological and sustainable)

infrastruktur
mempercepat pertumbuhan kawasan

dalam

rangka

e Percepatan pengembangan insfrastruktur yang memperhatikan
keberlanjutan

pembangunan

Sumber : Draf Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2011 — 2031

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2011-2031, pengembangan Pusat
Pelayanan Kota Balikpapan adalah meliputi kawasan kota lama di Balikpapan Selatan, rencana pusat
kota ke-2 Karang Joang di Balikpapan Utara dan rencana pusat kota ke-3 Teritip di Balikpapan Timur.

Guna mewujudkan penataan ruang Kota Balikpapan yang Vibrant, Harmony and Green, maka
ditetapkan beberapa kawasan lindung sebagaimana tergambar tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Kawasan Lindung Kota Balikpapan
NO LANDUSE LUAS (ha) %
A Kaw. Hutan Lindung
1 | Kaw. Hutan Lindung S. Wain dan S. Manggar 13.616,60 25,29
2 | Perluasan Hutan Lindung S. Wain 2.661,24 4,94
3 | Kaw. Buffer Zone Hutan Lindung S. Wain 1.745,23 3,24
4 | Kaw. Buffer Zone Hutan Lindung S. Manggar 1.170,44 2,17
Jumlah | 19.193,50 35,65
B Kaw. Perlindungan Bawahan
1 | Kaw. Resapan Air 1.060,41 1,97
Jumlah | 1.060,41 1,97
C Kaw. Perlindungan Setempat
1 | Kaw. Sungai 2.248,41 4,18
2 | Kaw. Sempadan Sungai 138,29 0,26
3 | Kaw. Waduk 1.202,80 2,23
4 | Kaw. Buffer Zone Waduk S. Wain 160,22 0,30
5 | Kaw. Bendali 653,08 1,21
6 | Kaw. Buffer Zone Bendali 1.093,90 2,03
7 | Kaw. Pantai Berhutan Bakau 1.836,89 3,41
Jumlah | 7.333,58 13,62
D Kaw. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
1 | Kaw. Hutan Kota 245,84 0,46
2 | Kaw. RTH Kota (Taman Kota, Makam, Lap.OR) 361,74 0,67
Jumlah | 607,57 1,13
E Kaw. Suaka Alam, Pelestarian Alam & Cagar Budaya
1 | Kawasan Wanawisata 19,16 0,04
2 | Kawasan Agro Wisata 67,84 0,13
3 | Kawasan Kebun Raya 254,76 0,47
Jumlah | 341,76 0,63
F Kaw. Lindung Lainnya
1 | Kawasan Jalur Evakuasi Satwa 185,79 0,35
2 | Kawasan Buffer Zone Sub Pusat Kota 2 86,20 0,16
3 | Kawasan Buffer Zone TPA Manggar 5,15 0,01
4 | Kawasan Buffer Zone Peternakan 32,78 0,06
Jumlah | 309,92 0,58
TOTAL | 28.846,74 53,57

Sumber : Draf Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2031
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Gambar.2.3
Kawasan Hijau Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
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Sumber : Draf Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2011 — 2031

Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang
dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah.
Oleh karena itu Kota Balikpapan memiliki komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing
wilayah, baik sektor pertanian maupun dari sektor Industri pengolahan yang memanfaatkan bahan
baku hasil pertanian.

Diantara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kota Balikpapan,
terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat Kota Balikpapan tetapi
sampai ke tingkat Provinsi dan Nasional. Komoditi-komoditi tersebut diantaranya dapat dikategorikan
sebagai komoditi khas Kota Balikpapan. Khasnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis
komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kota Balikpapan, dan
juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan
daerah lain.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kota Balikpapan diantaranya dari sektor
pertanian yaitu pepaya mini, karet, salak, nenas. Sementara dari sektor Industri diantaranya industri
kerajinan manik-manik dan batu permata, industri rumput laut.

a. Perikanan.

Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan masih menyimpan potensi sumberdaya yang terbaharui
(renewable resources) khususnya potensi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan
secara optimal. Selain itu kawasan pesisir dan laut juga memiliki berbagai fungsi ekonomi, antara
lain dipergunakan untuk aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan, pertambangan, pertanian,
rekreasi dan pariwisata, kawasan industri, permukiman serta pelabuhan / transportasi. Agar
pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat optimal diperlukan upaya terpadu untuk pengelolaannya
dengan melibatkan peran serta seluruh stakeholder dibidang perikanan dan kelautan.
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Pembangunan yang berbasis potensi daerah menjadi relevan untuk dikaji dan didorong
pengembangannya. Dalam hal ini Kota Balikpapan yang memiliki potensi perikanan dan kelautan
yang cukup besar bisa memainkan peran strategis dalam menopang dan membanguan pondasi
ekonomi kota yang kuat. Arti dan peran strategis penting sektor perikanan dan kelautan dalam
pembangunan diantaranya :

1) Sumberdaya disektor perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya yang selalu dibaharui
(renewable resources) sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan
pengelolaan yang aktif.

2) Investasi disektor perikanan dan kelautan memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja relatif
tinggi

3) Produk perikanan dan kelautan memiliki prospek pasar yang baik dengan pangsa pasar yang
terus meningkat.

4) Industri di sektor perikanan dan kelautan memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri —
industri yang lain.

5) Sumberdaya laut yang besar baik kuantitas maupun diversitas, bukan hanya di perairan
Balikpapan, tetapi juga perairan Selat Makasar

6) Produk ekspor perikanan dan kelautan memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana
dicerminkan dari bahan baku yang dimilikiya serta produksi yang dihasilkannya.

Pada umumnya masyarakat nelayan Kota Balikpapan masih mengandalkan kegiatan perikanan
tangkap sampai sekarang, sedangkan kapasitas ruang dan volume ikan semakin berkurang. Hal ini
disebabkan kualitas perairan semakin menurun, kerusakan ekosistem yang terus meningkat.
Akibatnya ketersediaan nutrien alam di perairan mengalami keterbatasan sehingga sumberdaya
laut berupa ikan, kerang-kerangan, udang dan lain-lain tidak mampu bertahan sampai dapat
dikonsumsi.

Salah satu komitmen yang perlu digalakkan oleh Kota Balikpapan untuk menjaga kelestarian
lingkungan pesisir dan meningkatnya income masyarakat nelayan Balikpapan adalah dengan
mengalihkan kegiatan penangkapan selama ini ditekuni kebentuk usaha budidaya berbagai jenis
biota laut yang cocok untuk dikembangkan. Pengembangan sektor perikanan budidaya di Kota
Balikpapan memiliki proses yang baik dilihat dan ketersediaan lahan dan potensi pemasarannya.
Wilayah perairan yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan adalah perairan
Kariangau sampai Manggar, Teritip dan Lamaru. Jenis Budidaya ikan selama ini dilakukan dalam
tambak dan karamba jaring apung. Disisi lain pada kawasan pesisir dan lautan Kota Balikpapan
sangat potensial untuk dikembangkan budidaya ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting
selain udang dan bandeng adalah ikan kerapu (kerapu tiks, kerapu macan, kerapu sunu, dan
kerapu lumpur) maupun rumput laut dan jenis kerang-kerangan.

b. Industri
Posisi strategis dan keunggulan kompratif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi
pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga perlu
ditunjang dengan keberadaan prasarana dan sarana yang memadai serta terciptanya kondisi dan
situasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan dunia usaha kecil. Melihat visi dan
perkembangan kota yang cukup pesat, maka pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor
ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil/ rumah tangga yang
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pada saat ini tersebar di beberapa wilayah Kota Balikapapan.Pengembangan IK/IRT pada saat krisis
ekonomi yang melanda Indonesia, merupakan refleksi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
namun demikian keberadaannya di pusat perkotaan akan menimbulkan berbagai permasalahan
lingkungan hidup akibat pengolahan hasil produksi.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka
Pemerintah Kota Balikpapan sejak tahun 1994 melalui Program Jangka Menengah menyusun
rencana Relokasi Industri kecil/rumah tangga yang pada tahap | diprioritaskan pada pengrajin
tahu/tempe Balikpapan. Pada tahun 1995 telah mulai dilakukan pembangunan berbagai fasilitas
KIKS tetapi pada tahun 1997 mengalami penundaan akibat pengaruh krisis moneter. Kemudian
sejak tahun 2000 dilakukan lagi pembangunan sarana/prasarana yang pada tahap awal Perumnas
ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal yang telah selesai
sebanyak 50 unit. Proyek Relokasi Industri ini berlaku di Somber km.3,5 kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas lahan 9 ha yang mempunyai daya tampung 150 - 200
pengusaha industri kecil, lokasi proyek telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) Kota Balikpapan tahun 1994-2004 (pada saat lokasi KIKS ditetapkan).

c. Pariwisata
Dalam pengembangan sektor Pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi dan
sebagian besar merupakan wisata alam dan Peninggalan Sejarah. Rincian wisata dan lokasi adalah
sebagai berikut:

> WISATA ALAM BUKIT BANGKIRAI

Wisata alam Bukit Bangkirai merupakan wisata petualangan yang berada di dalam kawasan
hutan primer bukit Bangkirai, dapat ditempuh 90 menit atau 58 km dari Kota
Balikpapan.Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan hutan-hutan tropis yang ada di
Kalimantan Timur seluas hampir 15 juta ha. Dalam kawasan ini selain keasrian hutan alamnya
juga terdapat jembatan tajuk (canopy bridge) dan beberapa jenis burung surga (drongos) dan
burung enggang (richoneros) yang sangat langka. Tempat ini juga untuk kepentingan riset dan
ovservasi alam lainnya serta dilengkapi dengan fasilitas akomodasi berupa cottage yang dapat
disewa oleh pengunjung dengan menghubungi.

> PENANGKARAN BUAYA
Penangkaran buaya ini terletak di Kelurahan Teritip dengan luas areal 5 ha. Jumlah buaya yang
ada di penangkaran ini berjumlah 3.000 ekor yang terdiri dari tiga macam jenis, yaitu Buaya
Muara, Buaya Supit dan Buaya Air Tawar.Tempat ini terbuka untuk umum setiap hari dari
pukul 08.00 - 17.00. Lokasi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau
empat, juga dengan kendaraan umum yaitu angkutan kota No. 7 dengan jarak 27 km dari pusat
kota Balikpapan.

> MERIAM PENINGGALAN JEPANG
Meriam peninggalan Tentara Jepang ini berada di kawasan Asrama Bukit, Kelurahan kampung
Baru llir (sidodadi) dengan jarak 8 km dari pusat kota. Meriam ini menggambarkan bahwa
Balikpapan pada saat Perang Dunia Il merupakan tempat yang startegis untuk pertahanan.
tempat ini memiliki areal seluas 2.500 m2. Dari tempat ini dapat dilihat pemandangan kota
Balikpapan, Kilnag Minyak dan teluk Balikpapan.

> KILANG MINYAK.
Kilang minyak Balikpapan terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2.5 km2 .
Kilang ini terdiri dari unit Kilang Balikpapan 1 dan unit Kilang Balikpapan Il. Kilang Balikpapan 1
dibangun sejak tahun 1922 dan dibangun kembali pada tahun 1948 dan mulai beroperasi
tahun 1950. Sedangkan Kilang Balikpapan Il dibangun tahun 1980 dan resmi beroperasi 1
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Nopember 1983. Tugas Kilang Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk
yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan Non BBM. yang memenuhi kebutuhan dalam negeri
khususnya kawasan Timur Indonesia. Lokasi kilang terletak di JI. Minyak yang berhadapan
langsung dengan teluk Balikpapan.

» MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT
Monumen ini terletak di JI. Jend. Sudirman tepatnya di depan kantor Makodam VI
Mulawarman, didepan pantai dan berada di pusat kota. Monumen ini menggambarkan
keberanian rakyat melawan penjajah.

> WANAWISATA KM 10

Taman ini terletak di Km. 10 JI. Soekarno Hatta 15 menit naik kendaraan dari pusat kota
Balikpapan. Tempat ini adalah taman Arboretum yang dibangun oleh PT. Inhutani | Unit
Balikpapan. Di dalam taman ini ditanam berbagai jenis pohon dan buah-buahan langka, juga
terdapat penangkaran Rusa Sambar (Servus Unicolor) dan trek-trek (jalur) untuk berolahraga
joging serta areal camping di alam terbuka dengan lingkungan yang asri. Taman wisata ini
dibuka setiap hari dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat, juga
tersedia angkutan kota.

> TAMAN BEKAPAI
Taman ini terletak di JI. Jend. Sudirman di depan kantor PLN. Di tengah taman terdapat sebuah
patung / monumen yang terbuat dari bahan stainles steel yang menggambarkan keluarnya
semburan minyak dari perut bumi. Dari dalam patung tersebut air mancur yang pada malam
hari didukung oleh pencahayaan yang sangat indah. Lokasi sangat cocok untuk bersantai
bersama keluarga.

> HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN
Hutan Lindung Sungai WAIN merupakan salah satu hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sebagai Hutan Lindung dengan luas areal 10.025 ha. Sungai Wain sepanjang 18.300 m
dengan airnya yang jernih, di kiri kanannya terdapat deretan hutan bakau. Habitat binatang
yang terdapat di Hutan Lindung Sungai Wain mulai dari ikan, kepiting, burung, kera, orang utan
dan lain sebagainya. Pemanfaatan sungai ini juga sebagai sumber air bersih bagi Perumahan
Pertamina dan Kilang Minyak yang ada di Kota Balikpapan.

» TUGU AUSTRALIA
Tugu yang terletak di JI. Jend. Sudirman yang berdekatan dengan pantai Strand Banua Patra ini
memiliki luas areal 725 m2 adalah sebuah tugu peringatan sebagai tanda kehormatan bagi
Tentara Australia (pasukan Divisi VII Australia) yang gugur melawan Tentara Jepang. Tempat ini
mudah dicapai dengan semua jenis kendaraan ataupun angkutan kota.

> PANTAI MANGGAR SEGARASARI
Pantai dengan luas 13.000 m2 dengan air laut yang jernih, riak gelombang yang kecil serta
pasir yang putih, merupakan tempat yang nyaman bagi mereka yang ingin bermain, berlayar
maupun volley pantai. Tempat ini dibuka untuk umum mulai pukul 06.00 - 18.00, dapat dicapai
dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum nomor 7. Lokasi pantai ini berada di
Kelurahan Manggar dan Teritip dengan jarak 9 km dari Bandara Sepinggan atau 22 km dari
pusat kota Balikpapan.
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PANTAI MELAWAI

Pantai yang teletak di JI. Jend. Sudirman dekat dengan Pulau Tukung, tempat dimana para
pedagang menjual berbagai macam masakan - minuman yang nikmat dengan harga yang
relatif murah. Pengunjung dapat duduk bersantai, bersantap diatas tikar sambil menikmati
deburan ombak dan melihat kapal-kapal yang berlayar, lego jangkar maupun yang sedang
menurunkan muatan di pelabuhan laut Semayang. Lokasi ini buka mulai pukul 17.00 - 20.30.

TAMAN AGRO WISATA

Taman ini diresmikan pada tanggal 17 Desember 1997 oleh mantan Wakil Presiden RI Tri
Sutrisno. Dengan areal seluas 100ha, terletak di JI. Soekarno Hatta Km. 23. Di dalam taman ini
pengunjung dapat menikmati jenis-jenis tanaman tropis. Disamping itu juga terdapat
peristirahatan atau piknik dengan fasilitas antara lain : Rumah Panjang (Lamin) yang terbuka
untuk berteduh dengan ornamen Dayak, tempat berkemah dengan pemandangan yang alami
serta Play Ground. Tempat ini dibuka untuk umum setiap hari dan dapat dikunjungi dengan
menggunakan kendaraan roda dua mapun roda empat, juga terdapat angkutan kota.

TUGU PERINGATAN JEPANG

Terletak di Kelurahan Lamaru 26 km dari pusat kota. Tugu ini dikelilingi oleh hutan dan
perkebunan yang indah. Monumen yang terbuat dari batu dengan tulisan Kanki. Didirikan
sebagai tanda penghormatan kepada Tentara Jepang yang gugur dalam perang Dunia Il
Wisatawan Jepang secara rutin mengunjungi tempat ini pada saat-saat tertentu untuk
melakukan penghormatan dengan ritual keagamaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kota

Balikpapan mengemban fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional

(KSN). Adapun fungsi dan peran Kota Balikpapan dalam konteks perwilayahan pembangunan adalah

sebagai berikut :

1. Balikpapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Balikpapan diarahkan mempunyai skala pelayanan tingkat

nasional serta diarahkan untuk dapat menjadi wilayah maju dan mempunyai peran dominan

terhadap perkembangan perekonomian Negara Indonesia. Beberapa kegiatan yang mempunyai

skala pelayanan tingkat nasional adalah status Balikpapan yang merupakan produsen komoditi

industri pengolahan minyak (1,3 juta ton) dalam lingkup nasional. Produsen dan konsumen

komoditi industri pengolahan non migas (852 ribu dan 679 ribu ton) dengan lingkup antar pulau

dan nasional. Dalam RTRW Provinsi disebutkan pula bahwa kota Balikpapan diarahkan sebagai

Pusat Pelayanan Orde |, sehingga Balikpapan berfungsi sebagai pusat yang melayani seluruh

wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Nasional/Internasional. Adapun fungsi utama

Kota Balikpapan sebagai Pusat Pelayanan Orde | yaitu:

a).
b).
c).
d).
e).

Pusat Perdagangan dan Jasa Regional

Pusat Distribusi dan kolektor barang dan jasa regional

Pusat Pelayanan Jasa Transportasi Laut, Udara, Sungai dan Darat
Pusat Industri Pengolahan

Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata
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2. Peran Balikpapan sebagai lokasi Pelabuhan Laut Internasional
Untuk mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) maka
keberadaan sarana prasarana pendukung segala aktivitas yang berlangsung dalam wilayah PKN itu
sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka diwilayah Kota Balikpapan dikembangkan Pelabuhan Laut
Internasional sebagai transit point distribusi barang skala nasional dan internasional. Kondisi ini
didukung oleh lokasi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan laut yang merupakan
ALKI II.

3. Peran Balikpapan sebagai Kawasan Lindung Nasional, yang memiliki:
a. Hutan Lindung S. Wain seluas 9.872,9 Ha.
b. Hutan Lindung S. Manggar seluas 4.999 Ha.

4. Kawasan Andalan yang berada di kawasan Bontang-Samarinda Tenggarong-Balikpapan, Penajam
dan sekitarnya dengan aktivitas seperti:

Industri

Perkebunan

Pertambangan

Kehutanan

Perikanan

Pariwisata

hD oo T oW

5. Peran Kota Balikpapan Sebagai Pendukung MP3EI
Kota Balikpapan merupakan kota yang strategis dalam Master Plan Pengembangan dan Perluasan
Ekonomi Indonesia (MP3El), mengingat di wilayah Kota Balikpapan terdapat kegiatan ekonomi
utama untuk minyak dan gas dikoridor Ekonomi Kalimantan direncanakan terdapat di lokus
Balikpapan berupa proyek-proyek utama seperti penambahan kapasitas produksi BBM dan
berbagai pembangunan infrastruktur yang mendukung Kalimantan sebagai koridor Il dalam
pengembangan perekonomian nasional.

Adapun kegiatan-kegiatan penting yang ada di Kota Balikpapan dalam kaitannya dengan MP3EI
tersebut tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel.2.8.
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah
Nilai Investasi | Periode Periode
No Proyek MP3EI (IDR Miliar) mulai selesai
1. Pembangunan jembatan Pulau Balang 3.600 2013 2015
bentang panjang 1.314 meter
2. Pengembangan pelabuhan Internasional 713 2008 2012
Balikpapan vyaitu Terminal Peti Kemas
Kariangau
3. Satker sementara pembangunan fasilitas 598 2015 -
pelabuhan Penajam Pasir Utara dan
kariangau/Balikpapan
4. Pembangunan jembatan pulau balang 488 2008 2011
bentang pendek 470 meter
5. Pembangunan waduk Wain untuk 290 2015 -
kebutuhan air baku
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Tabel.2.9.
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur BUMN

. el Rl e

1. | Bandara Balikpapan 1.600 2011 2014

2. | Pembangunan Pembangkit listrik Kaltim-PLN 7.270 2011 2015

3. | Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan di 1.035,16 2011 2015
Kaltim-PLN

2.1.3. Mitigasi Bencana

Kota Balikpapan termasuk dalam kepulauan Kalimantan yang secara geologis merupakan
daerah relative stabil karena pada posisi cekungan belakang (back arc basin). Batuan penyusun yang
mempunyai daya kohesif rendah dengan topografi 85% berbukit sangat rentan terhadap bahaya
gerakan tanah baik itu longsoran, amblesan maupun nendatan. Gerakan tanah ini biasanya berasosiasi
dengan patahan atau sesar. Sesar di Kota Balikpapan dijumpai di sekitar JIn. Mayjen Sutoyo dan di
Kampung Damai. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah Kota Balikpapan rentan terhadap bahaya
longsor dan amblesan.

Data dan Informasi kejadian bencana di Kota Balikpapan pada tahun 2006 - 2009 adalah
sebagai berikut:

1. Bencana Alam

a. Banijir
Bencana Banjir terjadi pada tahun 2006 sebanyak 5 kali akibat curah hujan sangat tinggi,
kondisi air pasang dan drainase yang berfungsi tidak optimal. Tidak ada bencana banjir pada
tahun 2007-2009.

b. Angin Puting Beliung
Angin putting beliung terjadi pada tahun 2006.

c. Longsor
Longsor terjadi pada tahun 2007 dan mengakibatkan 2 orang korban.

2. Bencana Non-Alam

Kebakaran merupakan bencana non alam yang sering terjadi. Volume kejadian kebakaran sebanyak
38 kali. Terjadi kenaikan kejadian kebakaran dari tahun 2006-2009. Pada tahun 2006 terjadi 6 kali
kebakaran, meningkat menjadi 8 kali pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 dan 2009 terjadi 12
kali kebakaran.

3. Wabah Penyakit Menular

Kondisi kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan langsung dengan data penyakit yang secara
umum di derita penduduk Balikpapan dan memberikan sumbangan kepada salah satu factor
penyebab kematian pada penduduk Kota Balikpapan.
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